
a. bahwa sebagai pelaksanaan Peraturan Daerah 
Kabupaten Lampung Timur Nomor 09 Tahun 2010 
tentang Pembentukan Organisasi clan Tata Kerja Badan 
Penanggulangan Daerah Kabupaten Lampung Timur, 
perlu disusun standar operasional prosedur 
penanggulangan bencana; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud huruf a tersebut di atas, agar pelaksanaannya 
dapat berjalan dengan lancar, tertib, berdayaguna dan 
berhasil guna perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati 
Lampung Timur; 

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tenta.ng 
pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Way Kanan, 
Kabupaten Daerah Tingkat II Larnpung Timur dan 
Kotamadya Daerah Tingkat II Metro (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 3825); 

2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang 
Penanggulangan Bencana ( Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4723); 

3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 ten.tang 
Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4725 ); 

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lernbaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana 
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- 
Undang Nornor 09 Tahun 2015 (Lembaran Negara 
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Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan: 
1. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang 

mengancam dan mengganggu kehidupan dan 
penghidupan masyarakat yang disebabkan oleh faktor 
alam dan atau faktor non alam maupun faktor manusia, 

BAB I 
KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

MEMUTUSKAN: 
PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR OPERASIONAL 
PROSEDUR PENANGGULANGAN BENCANA. 

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679) ; 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang 
Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana ( Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4828); 

6. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2008 tentang Badan 
Nasional Penanggulangan Bencana; 

7. Peraturan Daerah Ka bu paten Nomor 19 Tahun 2007 
tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan 
Pemerintah Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten 
Lampung Timur Nomor 2007 Nomor 19); 

8. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2012 tentang Rencana 
Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lampung Timur Tahun 
2011-2031 (Lembaran Negara Kabupaten Lampung 
Timur Tahun 2012 Nomor 04); 

9. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 09 
tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan 
Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lampung 
Timur ( Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Timur 
Tahun 2010 Nomor 09); 

10.Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara 
Nomor: PER/21/M.PAN/ 11/2008 Tahun 2008 tentang 
Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur 
(SOP) Administrasi Pemerintahan; 

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2011 
tentang Standar Operasional Prosedur di Lingkungan 
Kementerian Dalam Negeri; 

12. Peraturan Bupati Lampung Timur Nomor 31 Tahun 2010 
tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Sadan 
Penanggulangan Bencana Daerah; 

Menetapkan 



(1) Maksud disusunnya SOP penanggulangan bencana untuk membentuk 
keterpaduan seluruh perangkat daerah, Instansi vertikal di daerah serta 
pemangku kepentingan lainnya dalam rangka penanggulangan bencana. 

(2) Tujuan disusunnya SOP penanggulangan bencana untuk memberikan 
kejelasan tugas, fungsi, dan peran masing-masing SKPD, Kecamatan dan 
Institusi lain diluar perangkat daerah baik pemerintah maupun lembaga 
masyarakat dan perorangan dalam rangka penanggulangan bencana 
secara terpadu. 

BAB II 
MAKSUD DAN TUJUAN 

Pasal2 

7. Intansi vertikal di daerah adalah perangkat 
kementerian dan/atau lembaga pemerintah non 
kemen terian yang men gurus urusan pemerin tahan yang 
tidak diserahkan kepada daerah dalam wilayah terten tu 
dalam rangka dekonsentrasi. 

sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa 
manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, 
dan dampak psikologis. 

2. Penyelenggaraan penanggulangan bencana adalah 
serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan 
pembangunan yang berisiko timbulnya bencana, 
kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat, dan 
rehabilitasi. 

3. Status keadaan darurat bencana adalah suatu keadaan 
yang ditetapkan oleh pemerintah/pemerintah daerah 
untuk jangka waktu tertentu atas dasar rekomendasi 
instansi yang diberi tugas untuk menanggulangi 
bencana. 

4. Standar Operasional Prosedur yang selanjutnya disebut 
SOP adalah serangkaian instruksi tertulis yang 
dibakukan mengenai berbagai proses penyelenggaraan 
administrasi pemerintahan. 

5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya 
disebut SKPD adalah Perangkat Daerah di lingkungan 
Pemerintah Kabupaten Lampung Timur. 

6. Pemangku Kepentingan adalah Institusi lain di luar 
perangkat daerah baik pemerintah maupun lembaga 
masyarakat dan perorangan yang mempunyai tugas, 
fungsi dan peran dalam penanggulangan bencana seperti 
: TNI, Polri dan kelompok-kelompok relawan yang 
memiliki kepedulian terhadap penanggulangan bencana. 



Tahapan kegiatan penanggulangan bencana berkaitan dengan tugas, fungsi, 
dan peran SKPD masing-masing sesuai dengan SOP (Tahapan Kegiatan 

BABV 
TAHAPAN KEGIATAN 

Pasal5 

( 1) Ruang lingkup penanggulangan bencana terdiri atas 3 (tiga) tahap, 
meliputi: 
a. pra bencana; 
b. tanggap darurat; dan 
c. pasca bencana. 

(2) Penanggulangan bencana pad a saat pra bencana se bagaimana dimaksud 
pada ayat ( 1) huruf a, terdiri dari: 
a. situasi tidak terjadi bencana; dan 
b. situasi terdapat potensi terjadi bencana. 

(3) Penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri dari: 
a. pengkajian secara cepat terhadap lokasi, kerusakan dan sumberdaya; 
b. penentuan status keadaan darurat; 
c. penyelamatan dan evakuasi masyarakat terkena bencana; 
d. pemenuhan kebutuhan dasar; 
e. perlindungan terhadap kelompok rentan; 
f. pemulihan dengan segera sarana-sarana vital; dan 
g. penyelenggaraan fase akhir tahap tanggap darurat bencana. 

(4) Penanggulangan bencana pada saat pasca bencana sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri dari: 
a. rehabilitasi; dan 
b. rekontruksi. 

BAB IV 
RUANG LINGKUP 

Pasal4 

Prinsip penyusunan SOP meliputi: 
a. efisiensi dan efektifitas; 
b. berorientasi pada pengguna; 
c. kejelasan dan kemudahan; 
d. keselarasan; 
e. keterukuran; 
f. dinamis; 
g. kepatuhan hukum; dan 
h. kepastian hukum. 

BAB III 
PRINSIP PENYUSUNAN SOP 

Pasal3 



BERITA DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR TAHUN 2015 NOMOR ~~ 

ALMATURIDI 

Plt. SEKRETARIS DAERAH 
KABUPATEN LAMPUNG TIMUR, 

Diundangkan di Sukadana 
pada tanggal OIJ-09 .. 2015 

Ditetapkan di Sukadana 
pada tanggal .a.&> - oo - 2015 

BUPATI LAMPUNG TIMUR 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 
Bupati ini clengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lampung 
Timur. 

BAB VII 
KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 7 

(1) Untuk memberikan kejelasan dan kepastian pelaksanaan operasional 
setiap SKPD yang mempunyai tugas, fungsi, dan peran penanggulangan 
bencana wajib membuat SOP teknis penanggulangan bencana. 

(2) Penyusunan SOP teknis penanggulangan bencana sebagaimana tersebut 
pada ayat (1) berpedoman pada Peraturan Bupati ini clan dapat dijabarkan 
sesuai tugas, fungsi, clan peran SKPD dengan mempertimbangkan 
keterkaitan tugas dan fungsi yang lain. 

BAB VI 
KEWAJIBAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH 

Pasal6 

Penanggulangan Bencana, Bagan Alur Penyusunan Rencana Operasi Darurat 
Bencana, Rencana Operasional Darurat Bencana, Bagan Organisasi Komando 
Darurat Bencana, Bagan Alir Pelayanan Saat Tanggap Darurat, Bagan Alir 
Penyaluran Bantuan Logistik dan Bagan Alir Penyaluran Dana Perbaikan 
Rumah) sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, II, III, IV, V, VI dan VII 
Peraturan ini dan merupakan bagian ticlak terpisahkan. 
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BUPATI LAMPUNG Tl 

Persia pan 
Rapat Rencana Operasi 

Rapat Penjelasan 
Rencana Operasi 

Persia pan 
Ra pat 

Rencana Operasi 

Informasi Kejadian Aw 

Rapat Komando 
Informasi Bencana 

Penetapan Tujuan 

Rapat Rencana Taktis 

Rapat Rencana 
Operasi 

Rap at 
Ren can a 
Operasi 

Persia pan 

BAGAN ALUR PENYUSUNAN 
RENCANAOPERASIDARURATBENCANA 

LAMPIRANil 
PERATURANBUPATILAMPUNGTIMUR 
NOMORJ.~TAHUN 2015 
TENTANG STANDAR OPERASIONAL 
PROSEDURPENANGGULANGANBENCANA 



BUPATI LAMPUNG TIMUR, 

No Nama Bagan Keteranzari 
1 Informasi Memberikan informasi awal kepada komandan dan 

Bencana staf komando darurat bencana menganai situasi 
bencana dan kebutuhan bantuan sumberdaya. 
Informasi dari TRC dilampirkan. 

2 Tujuan Operasi Menjelaskan tujuan, sasaran dan strategi dasar 
operasi darurat bencana untuk periode tertentu. 

3 Susunan Memberikan informasi mengenai susunan organisasi 
Organisasi komando darurat bencana dan personalia pimpinan. 
Koman do 

4 Daftar Menginformasikan penguasaan personil dalam 
Penugasan operasi darurat bencana 

5 Jaring Memberikan informasi nomor komunikasi (telepon 
Komunikasi satelit, frekuensi, radio komunikasi} yang ditetapkan 

kepada petugas pada satu lokasi. 

6 Rencana Medis Memberikan informasi perihal posko kesehatan, alat 
transportasi medis (ambulan), rum ah sakit yang 
ditetapkan untuk bantuan kesehatan dan prosedur 
tetap bantuan darurat kesehatan. 

7 Bagan Struktur organisasi komando darurat bencana 
Organisasi dengan susunan personalianya, harus selalu di 
Komando perbaharui pada setiap awal periode operasi. 

8 Rencana Oprasi Format penyusunan rencana operasi secara 
deskriptif. 

9 Rencana Memberikan gambaran kebutuhan bantuan 
Kebutuhan sumberdaya untuk periode operasi selanjutnya. 

Informasi dari bagan (9) ini menajadi dasar untuk 
daftar penugasan pada bagan (4) 

RENCANA OPERASIONAL 
DARURAT BENCANA . 

LAMPIRAN III 
PERATURAN BUPATI LAMPUNG TIMUR 
NOMOR;~TAHUN 2015 
TENTANG STANDAR OPERASIONAL 
PROSEDURPENANGGULANGANBENCANA 



T 

..... 
(/) 

.!.:: 
Q) 

(/) 

II 

z 
...J -e _o 
~ z --;----"-----' << a: ~ 

0 ~ 

z -c 
Cl z 
~ 
0 ~ 



BUPATI LAMPUNG TIMUR, 

3b. Kelokasi kejadian bencana, 
melakukan pertolongan dan 

evakuasi korban 

Ya 

Tidak r 

2. Persiapan dan 
mengecek ulang 

kejadian 

1. Informasi 

BAGAN ALUR PELAYANAN 
SAAT TANGGAP DARURAT 

LAMPIRAN V 
PERATURAN BUPATI LAMPUNG TIMUR 
NOMOR )~ TAHUN 2015 
TENTANG STANDAR OPERASIONAL 
PROSEDUR PENANGGULANGAN BENCANA 

3a. Stand by di posko 
Satgas PB & Satgas 

Damkar 
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»<: 
' 2. Penrtataan jurnla]; ~ 

Iogisttk yang altan 
diberikan, Lerkoordinasi 
dengan dinas terkdt ~:Ui 

men yiapltar. 
logistik 

BAGAN AT.TJR 
PENYALURAN BANTUAN LOGISTIK 

LAMPIRA~· VI 
PERATURAN DU.PATI LAMPUUG 'flMUR 
NOMOR ~!> TAHUN 2015 
TEN1'ANG SThNDAR OPERASIONAL 
PROSEUUR PEN AHGCULANGAH BENCANA 



BUPATI LAMPUNG TIMUR, 

Selesai 

3. Memproses dana bantuan 
bencana alam dan membagikan 

kepada korban 

1. laporan dari desa/ kecamatan 

BAGAN ALUR 
PENYALURAN DANA BANTUAN PERBAIKAN RUMAH 

LAMPIRAN VII 
PERATURAN BUPATI LAMPUNG TIMUR 
NOMOR ~~TAHUN 2015 
TENTANG STANDAR OPERASIONAL 
PROSEDUR PENANGGULANGAN BENCANA 


